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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Bab ini penulis mengemukakan kesimpulan yang merupakan inti sari
berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang ditemukan oleh penulis
selama menulis skripsi sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya
menanggulangi perusakan fasilitas umum dilakukan secara preemtif,
preventif, represif maupun preventif-represif. Dalam upaya
menanggulangi perusakan fasilitas umum pihak kepolisian lebih
mengedepankan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif
karena tindakan pencegahan lebih baik dari pemberantasan. Dengan
melakukan kegiatan yang bersifat preventif maka akan lebih menghemat
tenaga, waktu dan biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan
tindakan seperti pencarian, penyelidikan, penangkapan, atau pengejaran
maupun penyidikkan.

2. Dalam praktik penegakan hukum dalam hal ini perusakan fasilitas
umum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai hambatan, baik yang
bersifat internal ataupun eksternal, seperti sarana dan prasarana kurang
memadai, kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas,
kurangnya anggaran operasional, kurangnya alat bukti dan saksi, sarana
pendukung di tempat kejadian perkara kurang memadai. Hambatan
Kepolisian yang paling besar dalam menanggulangi perusakan fasilitas

umum berasal dari dalam Kepolisian itu sendiri atau hambatan internal,
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berdasarkan perusakan-perusakan yang terjadi karena kurangnya
pengawasan dan pemantauan. Sehingga ada sisi kelemahan atau peluang
untuk melakukan kejahatan terhadap aset publik, banyaknya masyarakat
yang tidak peduli dan berani melakukan tindakan yang dapat
membahayakan orang lain, koordinasi yang lemah, mulai dari
perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan, membuat pencurian aset
milik kota lebih cepat terjadi, saling lempar tanggungjawab membuat
fokus untuk memelihara fasilitas umum tidak berjalan dengan baik.
B. Saran
Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam penanggulangan tindak
perusakan fasilitas umum tersebut dan hasil penelitian yang diperoleh penulis, maka
penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Menjalin hubungan kemitraan yang solid antara masyarakat dan Polisi
demi terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, karena
masyarakat dan polisi saling membutuhkan serta tidak dapat dipisahkan.
Melakukan sosialisasi dalam internal Kepolisian agar lebih peduli
terhadap fasilitas umum sehingga tidak akan ada saling lempar
tanggungjawab yang membuat fokus memelihara fasilitas umum tidak
berjalan dengan baik. Menjalankan secara nyata fungsi Kepolisian
dalam menanggulangi perusakan fasilitas umum secara preemtif agar
meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap fasilitas umum.

2. Sebaiknya pihak Kepolisian bisa lebih dekat dengan masyarakat agar
dapat turut serta berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada

pihak Kepolisian dalam tujuanya melakukan setiap proses penegakan
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hukum sehingga dapat meminimalisir hambatan yang dialami baik dari
segi kuantitas anggota yang kurang memadai maupun dari segi

anggaran.
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